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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
secara garis besar yaitu:

a. Pengguna, yang meliputi pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahguna;

b. Pengedar, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan/menerima
Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito
Narkotika;

c. Produsen, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika
atau Prekursor Narkotika.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Terhadap pelaku
Tindak Pidana Naroktika Berdasarakan Pasal 112 dan Pasal 127
adalah sebagai berikut:

a. Penggolongan perbuatan pengguna, pengedar dan produsen pada
unsur kesalahan masing-masing menggunakan frasa tanpa hak atau
melawan hukum sehingga dalam penerapannya subjek norma yang

dituju (adressaat norm) menimbulkan pendapat yang berbeda-beda
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yang seharusnya secara tegas menyebut apakah tanpa hak saja atau
hanya melawan hukum;

. Pecandu Narkotika dan penyalah guna, pelaksanaan perbuatannya
didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan
menyediakan Narkotika namun menjadi membingungkan karena
dalam unsur pengedar perbuatannya diantaranya menggunakan frasa
membeli dan menerima yang merupakan perbuatan yang mendahului
perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan
Narkotika yang seharusnya frasa membeli dan frasa menerima
termasuk dalam bagian perbuatan Pecandu Narkotika dan penyalah

guna;

. Adanya disparitas pertimbangan Hakim dalam putusan sampai

dengan disparitas berat ringannya pidana (strafmaat) terhadap
pelaku tindak pidana. Disparitas pertimbangan tersebut terjadi
karena unsur perbuatan yang dilarang pada Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni
memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika
adalah tanpa menyebut tujuan atau dengan maksud (oogmerk)
untuk digunakan atau disalahgunakan sehingga dengan maksud
(oogmerk) untuk digunakan atau disalahgunaka harus
dipertimbangkan Hakim sebagai motif atau tujuan dalam

perbuatan;



d.

5.2 Saran
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Disparitas berat ringannya pidana (strafmaat) terjadi karena
meskipun perbuatan pelaku lebih menyentuh pada Pasal 127
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
membatasi ancaman maksimal paling lama 4 (empat) tahun dalam
Ayat (1) huruf a, namun apabila Penuntut Umum mendakwa
pelaku dengan bentuk dakwaan subsidair maka perbuatan pada
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yang akan terbukti, yang ancaman pidananya memuat
batasan minimal 4 (empat) tahun dan maksimal selama 15 (lima
belas) tahun, karena pada prinsipnya unsur yang ada pada Pasal
112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
secara tersirat juga ada pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk membedakan
penerapannya pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika harus diberikan batasan berat ringannya
barang bukti Narkotika, untuk memudahkan Penuntut Umum
menyusun bentuk dakwaan dan memudahkan Hakim dalam
memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya

pidana (strafmaat).

1. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan tindak pidana

Narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi serta adanya perbedaan

penafsiran frasa unsur pengguna atau penyalah guna dalam Pasal 112 dengan
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Pasal 127, maka dalam rangka membatasi ruang gerak peredaran gelap
Narkotika dan mengoptimalkan pemberian rehabilitasi terhadap Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika, perlu dilakukan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus unsur frasa setiap
orang atau penyalah guna yang dimaksud atau dituju pada Pasal 112 dan
Pasal 127, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas
mengenai penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika;

Dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana Narkotika,

perlu peningkatan kualitas aparat penegak hukum di bidang Narkotika.
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